

- 11 -

[image: ] 
[bookmark: _Hlk161912865]





LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI


























MODAL YANG TERSEDIA (AVAILABLE CAPITAL)

I. KETENTUAN UMUM
[bookmark: _Hlk212202388]Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. 
5. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. 
6. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
7. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
8. Rasio Solvabilitas adalah rasio perbandingan antara modal yang tersedia (available capital) pada Perusahaan dengan MMBR.
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
12. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
13. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
14. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, Liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
15. Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
16. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
17. Own Risk and Solvency Assessment yang selanjutnya disingkat ORSA adalah proses yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengevaluasi kecukupan Rasio Solvabilitas, baik saat ini maupun di masa depan, dalam berbagai skenario perubahan (stress test) dan menetapkan strategi untuk memelihara Rasio Solvabilitas.
18. Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum yang selanjutnya disingkat KRSM adalah nilai persentase minimum Rasio Solvabilitas yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan.


II. MODAL YANG TERSEDIA (AVAILABLE CAPITAL)
A. Perusahaan wajib menentukan modal yang tersedia sebagai jumlah agregat modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) setelah memperhitungkan faktor yang menjadi penambah dan/atau pengurang modal yang tersedia sebagai berikut:
 (Faktor Penambah dan/atau Faktor Pengurang)


B. Penentuan dan klasifikasi modal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. ketersediaan untuk menyerap kerugian;
2. kemampuan instrumen keuangan dalam menyerap kerugian dalam berbagai skenario kondisi keuangan;
3. tingkat subordinasi instrumen keuangan;
4. sifat jatuh tempo instrumen keuangan; dan
5. pembatasan penggunaan akibat adanya proteksi dan penjaminan.
C. Sumber dana yang digunakan oleh investor untuk penambahan modal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf A dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
D. Modal yang tersedia (available capital) dalam rangka perhitungan Rasio Solvabilitas Perusahaan, terdiri dari:
1. modal inti (Tier 1) yang merupakan instrumen keuangan dan unsur permodalan lainnya selain instrumen keuangan, yang memiliki kemampuan untuk menyerap kerugian dalam berbagai skenario kondisi keuangan yang terdiri dari:
a) modal inti tidak terbatas (Tier 1 Unlimited); dan
b) modal inti terbatas (Tier 1 Limited); dan
2. modal pelengkap (Tier 2) yang merupakan instrumen keuangan dan unsur permodalan lainnya selain instrumen keuangan, yang hanya memiliki kemampuan untuk menyerap kerugian pada saat proses likuidasi atau pembubaran Perusahaan.

III. MODAL INTI TIDAK TERBATAS 
A. Modal inti tidak terbatas (Tier 1 Unlimited) sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf D angka 1 huruf a) diperhitungkan sebagai modal yang tersedia dalam Rasio Solvabilitas.
B. Instrumen modal inti tidak terbatas (Tier 1 Unlimited) sebagaimana dimaksud pada huruf A dipenuhi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh.
2. bersifat subordinasi terhadap seluruh komponen modal lain dalam hal:
a) terjadi kerugian pada Perusahaan, instrumen ini merupakan instrumen pertama yang menyerap kerugian;  dan
b) terjadi likuidasi pada Perusahaan, instrumen ini memiliki hak paling terakhir atas sisa aset setelah seluruh kewajiban kreditur dan pemegang modal lain (modal inti terbatas dan modal pelengkap) telah dibayar.
3. instrumen bersifat permanen (perpetual), yaitu instrumen tidak memiliki tanggal jatuh tempo seperti saham biasa (common stock); 
4. instrumen tidak dapat dikembalikan oleh pemegang saham, kecuali melalui pembelian kembali instrumen oleh Perusahaan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain:
a) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang mengenai perseroan terbatas;
b) setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
c) untuk tujuan tertentu; dan
d) tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.
5. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud. 
Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (call option) dapat dilakukan.
6. instrumen memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil sebagai berikut: 
a) [bookmark: _Hlk240967878]hanya dapat dilakukan jika Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban legal dan kontraktual serta melakukan pembayaran atas imbal hasil instrumen modal lainnya, termasuk kewajiban legal dan kontraktual yang jatuh tempo pada saat pembayaran dividen atau imbal hasil akan dilakukan.
b) berasal dari saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya, yaitu akumulasi  laba atau rugi Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah menjadi bagian ekuitas, setelah memperhitungkan dividen, dan penyesuaian lain yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke saldo laba sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
c) tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal (non-kumulatif); dan
d) tidak memiliki fitur preferensi.
7. tidak diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait. Termasuk dalam kategori diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait yaitu proteksi atau jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Perusahaan atau perusahaan terkait, misalnya premi atau fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Perusahaan atau perusahaan terkait.
8. sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dana yang digunakan untuk pendanaan Perusahaan tidak berasal dari Perusahaan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, Perusahaan A membeli obligasi korporasi perusahaan B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perusahaan A menerbitkan perpetual non-cumulative subordinated bond. Selanjutnya, perusahaan B membeli bond te rsebut dari Perusahaan A. Pembelian perusahaan B atas bond tersebut dinilai menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Perusahaan A.
9. diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
C. Bentuk instrumen modal inti tidak terbatas (Tier 1 Unlimited) berupa: 
1. Modal Disetor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tidak terbatas, yaitu:
a) agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti tidak terbatas karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.
b) disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti tidak terbatas karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.
3. saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya, yaitu akumulasi laba atau rugi Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah menjadi bagian ekuitas, setelah memperhitungkan dividen, dan penyesuaian lain yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke saldo laba sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
4. laba (rugi) tahun berjalan, yaitu:
a) laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak dan pembayaran dividen.
b) rugi tahun berjalan adalah seluruh rugi yang dibukukan Perusahaan dalam tahun buku berjalan.
5. Dana setoran modal dengan ketentuan sebagai berikut:
a) [bookmark: _Hlk240981028]Penyetoran dana dalam rangka penambahan modal ditempatkan pada Perusahaan yang bersangkutan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor;
2) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil;
3) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
4) batas waktu pengakuan dana setoran modal paling lama 6 (enam) bulan sejak dana ditempatkan pada rekening khusus (escrow account).
b) Kelengkapan persyaratan penambahan modal dibuktikan dengan telah dilaksanakannya rapat umum pemegang saham atau dokumen penambahan modal yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
c) Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Perusahaan atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.
6. pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya, berupa:
a) selisih lebih atau kurang penjabaran laporan keuangan, yaitu:
1) selisih lebih penjabaran laporan keuangan adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Perusahaan dan/atau perusahaan terkait di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.
2) selisih kurang penjabaran laporan keuangan adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Perusahaan dan/atau Perusahaan terkait di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.
b) potensi keuntungan (kerugian) yang berasal dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai instrumen keuangan; 
c) saldo surplus atas revaluasi aset tetap yaitu selisih penilaian kembali aset tetap milik Perusahaan. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai aset tetap; dan
d) komponen pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya terkait standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai kontrak asuransi, sebagai contoh yaitu pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya yang berasal dari perubahan tingkat diskonto dalam perhitungan Liabilitas kontrak asuransi.

IV. MODAL INTI TERBATAS (TIER 1 LIMITED)
A. Modal inti terbatas (Tier 1 Limited) sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf D angka 1 huruf b) diperhitungkan sebagai modal yang tersedia dalam Rasio Solvabilitas.
B. Instrumen modal inti terbatas (Tier 1 Limited) sebagaimana dimaksud pada huruf A dipenuhi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh.
2. bersifat subordinasi terhadap komponen modal lain, namun memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan pemegang instrumen modal inti tidak terbatas dalam hal:
a) terjadi kerugian pada Perusahaan;  dan
b) terjadi likuidasi pada Perusahaan, instrumen ini memiliki hak atas sisa aset setelah seluruh kewajiban pemegang polis, kreditur, dan pemegang modal pelengkap telah dibayar.
3. instrumen bersifat permanen, instrumen tidak memiliki tanggal jatuh tempo seperti saham biasa (common stock).
4. instrumen tidak memiliki insentif pada saat pelunasan (step-up) yaitu fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli (call option) tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
5. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa, atau dilakukan penurunan nilai (write down) dalam hal Perusahaan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian. Konversi instrumen modal inti terbatas menjadi saham biasa dimaknai sebagai salah satu penambahan Modal Disetor melalui konversi/pengalihan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
6. apabila instrumen memiliki fitur opsi beli (call option), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
b) dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,
Dalam mengeksekusi opsi beli (call option) tersebut, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
a) telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
b) KRSM; dan
c) digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.
7. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud. 
Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (call option) dapat dilakukan.
8. Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menunda atau membatalkan pembayaran dividen atau imbal hasil. Perusahaan memiliki kewenangan untuk tidak membayarkan dividen atau imbal hasil secara kumulatif. Bagian dividen atau imbal hasil yang tidak dibayarkan tidak menjadi tagihan secara kumulatif dan tidak dianggap sebagai peristiwa cidera janji/wanprestasi.
9. [bookmark: _Hlk240968949]instrumen memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil yang berasal dari dari saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya. Saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya adalah akumulasi  laba atau rugi Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah menjadi bagian ekuitas, setelah memperhitungkan dividen, dan penyesuaian lain yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke saldo laba sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
10. instrumen tidak memiliki ketentuan pembayaran dividen atau imbal hasil yang dikaitkan dengan peringkat kredit atau kondisi keuangan Perusahaan.
11. tidak diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait. Termasuk dalam kategori diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait yaitu proteksi atau jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Perusahaan atau perusahaan terkait, misalnya premi atau fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Perusahaan atau perusahaan terkait.
12. [bookmark: _Hlk240968740]sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai ilustrasi, Perusahaan A membeli obligasi korporasi perusahaan B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perusahaan A menerbitkan perpetual non-cumulative subordinated bond. Selanjutnya, perusahaan B membeli bond tersebut dari Perusahaan A. Pembelian perusahaan B atas bond tersebut dinilai menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Perusahaan A.
13. dalam hal uji insolvensi, jumlah yang disetor diakui sebagai modal ekuitas.
14. instrumen tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang, antara lain fitur yang mewajibkan Perusahaan memberikan kompensasi kepada investor apabila instrumen baru diterbitkan dengan harga yang lebih rendah. 
C. Bentuk instrumen modal inti terbatas (Tier 1 Limited) berupa: 
1. [bookmark: _Hlk240976714]saham preferen non-kumulatif (perpetual non-cumulative preference shares), dengan atau tanpa fitur opsi beli (call option).
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual non-cumulative subordinated debt).
3. instrumen keuangan campuran (hybrid) yang tidak memiliki jangka waktu, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual dan non-cumulative).
4. instrumen modal lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Romawi IV huruf B.
5. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti terbatas, yaitu:
a. agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti terbatas (Tier 1 Limited) karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.
b. disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti terbatas (Tier 1 Limited) karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.
D. Batasan instrumen modal inti terbatas yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia yang ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai modal inti tidak terbatas (Tier 1 Limited).
Contoh:
	Komposisi pemegang saham PT Asuransi A adalah sebagai berikut:
1. PT. ABC merupakan perusahaan lokal, memiliki kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen); dan
2. XYZ Ltd. merupakan perusahaan asing, memiliki kepemilikan saham sebesar 80% (delapan puluh persen).

Saat ini, PT Asuransi A memiliki modal inti tidak terbatas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). PT Asuransi A menerbitkan saham preferen non-kumulatif yang merupakan instrumen modal inti terbatas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang seluruhnya dibeli oleh pemegang saham XYZ Ltd. 

Adapun total modal yang tersedia sebelum faktor penambah dan pengurang adalah sebagai berikut:
1. Nilai komponen modal inti tidak terbatas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
2. Nilai modal inti terbatas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Batasan instrumen modal inti terbatas yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia maksimal 100% (seratus persen) dari modal inti tidak terbatas, yakni sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
4. Sehingga, total modal yang tersedia yaitu nilai modal inti tidak terbatas + nilai batasan instrumen modal inti terbatas: Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) + Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) =Rp250.000.000.00,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).



E. Pihak yang memiliki instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf D tidak dikategorikan sebagai pemegang saham Perusahaan.
Contoh:
	Komposisi pemegang saham PT Asuransi A adalah sebagai berikut:
1. PT. ABC merupakan perusahaan lokal sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Kepemilikan saham pada PT Asuransi A sebesar 20% (dua puluh persen).
2. XYZ Ltd. merupakan perusahaan asing sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah). Kepemilikan saham pada PT Asuransi A sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dalam rangka memenuhi ketentuan ekuitas minimum, PT Asuransi A menerbitkan saham preferen non-kumulatif yang merupakan instrumen modal inti terbatas sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang seluruhnya dibeli oleh pemegang saham XYZ Ltd. Atas pembelian instrumen tersebut, kepemilikan saham XYZ Ltd. pada PT Asuransi A tidak bertambah dan tetap sebesar 80% (delapan puluh persen).



F. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal inti terbatas. Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
1. rencana bisnis Perusahaan yang telah mencantumkan rencana penerbitan instrumen modal inti terbatas; 
2. rancangan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal inti terbatas yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan modal inti terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf B.
3. bukti penyetoran instrumen modal inti terbatas pada rekening khusus (escrow account) dan/atau deposito berjangka; dan
4. surat pernyataan investor bahwa sumber dana tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
G. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan instrumen modal inti terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
1. salinan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal inti terbatas yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam pada huruf B.
2. bukti setoran penambahan instrumen modal inti terbatas, berupa:
a) salinan bukti setoran penambahan instrumen modal inti terbatas atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank; dan
b) salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran Perusahaan yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank. 

V. MODAL PELENGKAP (TIER 2)
A. Modal pelengkap (Tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf D angka 2 diperhitungkan sebagai modal yang tersedia dalam Rasio Solvabilitas.
B. Instrumen modal pelengkap (Tier 2) sebagaimana dimaksud pada huruf A dipenuhi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh.
2. bersifat subordinasi terhadap pemegang polis dan kreditur lain dalam hal:
a. terjadi kerugian pada Perusahaan;  dan
b. terjadi likuidasi pada Perusahaan, instrumen ini memiliki hak atas sisa aset setelah seluruh seluruh pemegang polis dan kreditur telah dibayar.
3. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan pelunasan instrumen tersebut tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.
4. instrumen dapat dibeli kembali oleh Perusahaan setiap saat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (call option) dapat dilakukan.
5. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pembelian kembali instrumen modal pelengkap dengan mempertimbangkan pembelian kembali instrumen tersebut tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.
6. instrumen tidak memiliki ketentuan pembayaran dividen atau imbal hasil yang dikaitkan dengan peringkat kredit atau kondisi keuangan Perusahaan.
7. instrumen tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian.
8. sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dana yang digunakan untuk pendanaan Perusahaan tidak berasal dari Perusahaan itu sendiri.
Contoh:
	Perusahaan A membeli obligasi korporasi perusahaan B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perusahaan A menerbitkan cumulative subordinated bond. Selanjutnya, perusahaan B membeli bond tersebut dari 
Perusahaan A. 

Pembelian perusahaan B atas bond tersebut dinilai menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Perusahaan A. 



C. Bentuk instrumen modal pelengkap (Tier 2)
1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (cumulative preference shares), yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain.
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (cumulative subordinated debt).
3. instrumen modal lain dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan modal pelengkap (Tier 2).
4. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap (Tier 2), yaitu: 
a. agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap (Tier 2) karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.
b. disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap (Tier 2) karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.
D. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal pelengkap.
E. Untuk memperoleh persetujuan penerbitan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf D, Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
1. rencana bisnis Perusahaan yang telah mencantumkan rencana penerbitan instrumen modal pelengkap;
2. rancangan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal pelengkap yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan instrumen modal pelengkap;
3. bukti penyetoran instrumen modal pelengkap pada rekening khusus (escrow account) dan/atau deposito berjangka; dan
4. surat pernyataan investor bahwa sumber dana tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
F. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf D kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
1. salinan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal pelengkap yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan instrumen modal pelengkap; dan
2. bukti setoran penambahan instrumen modal pelengkap, berupa:
a. salinan bukti setoran penambahan instrumen modal pelengkap atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank; dan
b. salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran Perusahaan yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank.

VI. FAKTOR PENAMBAH DAN/ATAU FAKTOR PENGURANG MODAL YANG TERSEDIA (AVAILABLE CAPITAL)
Faktor pengurang diperhitungkan menjadi faktor dalam perhitungan modal yang tersedia (available capital), yaitu:
1. goodwill;
2. aset tidak berwujud;
3. aset pajak tangguhan (deferred tax);
4. kepemilikan silang instrumen antar Perusahaan dengan perusahaan terkait (reciprocal cross holdings) diluar kepemilikan silang atas instrumen modal.
Contoh:
	Perusahaan Asuransi A memiliki obligasi yang diterbitkan perusahaan pembiayaan B yang berada dalam satu grup dengan Perusahaan Asuransi A sebesar Rp100 miliar (seratus miliar). Sebaliknya, perusahaan pembiayaan B memiliki saham yang diterbitkan Perusahaan Asuransi A sebesar Rp150 miliar (seratus lima puluh miliar).

Maka yang akan menjadi pengurang modal yang tersedia (available capital) adalah nilai yang merupakan irisan kepemilikan silang antara kedua perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp100 miliar (seratus miliar).



5. pembelian kembali instrumen modal inti (Tier 1); 
Contoh:
Perusahaan Asuransi A menerbitkan instrumen modal ini terbatas (Tier 1 Limited) sebesar Rp100 miliar. Selanjutnya, Perusahaan Asuransi A melakukan eksekusi opsi beli atas instrumen modal ini terbatas (Tier 1 Limited) sebesar Rp25 miliar. Atas hal tersebut, maka perhitungan modal ini terbatas (Tier 1 Limited) sebesar Rp75 miliar. Pengakuan instrumen modal ini terbatas (Tier 1 Limited) tetap mempertimbangkan batasan sebesar 100% dari modal inti tidak terbatas (Tier 1 Unlimited); dan
6. aset Perusahaan yang tidak diakui sebagai aset yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi antara lain:
a. nilai kelebihan dari aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi atas batasan masing-masing investasi;
b. nilai kelebihan dari aset atas batasan investasi pada pihak terkait;
c. aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi yang tidak memenuhi ketentuan aset yang diperkenankan;
d. aset penyertaan langsung yang tidak diakui sebagai aset yang diperkenankan;
e. aset yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
f. aset dalam sengketa;
g. aset yang sedang dijadikan jaminan; dan
h. aset yang sedang diblokir oleh Pihak yang berwenang.

VII. PINJAMAN SUBORDINASI
1. Dalam perhitungan Rasio Solvabilitas, pinjaman subordinasi dapat dikategorikan sebagai:
a. modal inti terbatas (Tier 1 Limited), apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV Huruf B.
b. modal pelengkap (Tier 2), apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Romawi V Huruf B.
2. Pinjaman subordinasi dapat diterbitkan melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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